BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

bahwa untuk memberikan tujuan dan sasaran dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah
sesuai dengan visi dan misi Rencana Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Banjarnegara, perlu disusun Rencana
Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 4 (empat)
tahun mendatang;

bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Bupati Berakhir pada Tahun 2022, Bupati
yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar
menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya
disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-
2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2023-2026 adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan
digunakan oleh Penjabat Bupati sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya
disebut Renstra PD Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan PD
untuk periode 4 (empat) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnva disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Fenja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode | (satu)
tahun.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi
riil saat perencanaan dibuat.

[su Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di
masa vang akan datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yarg akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilken dalam
jangka waktu 4 (empat) Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasarar.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu
strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategi.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah
Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakanr sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesual dengan
tugas dan fungsi.
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19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya
pembangunan.

20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).

21. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari
serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome)
dapat terwujud.

22. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan
pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program:.

23. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
beberapa program.

24. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD
adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadminisirasikan,
serta mengolah data pembangunan Daerah.

25. Hari adalah hari kerja.

BAB 11
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah
Tahun 2023-2026 sebagai landasan yang akan digunakan oleh Penjabat
Bupati sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

(1) RPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari
visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2025
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program
prirotas yang disertai dengan kerangka pendanaan pembanguran dna
program perangkat daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

(2) RPD didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembanguna
Jangka Panjang Daerah tahap keempat dan isu strategis actual daerah.

Pasal 4

RPD menjadi pedoman :

a. penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD; dan

b. instrumen evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah.

Pasal 5

RPD wajib dilaksanakan oleh Penjabat Bupati dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan di Daerah.
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BAB III
SISTEMATIKA RPD

Pasal 6

Dokumen RPD terdiri atas sistematika sebagai berikut:

BAB 1 . PENDAHULUAN

BAB 11 . GAMBARAN UMUM

BABIII : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BABIV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB V . TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

BAB VIl : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BABIX : PENUTUP

Pasal 7

Dokumen RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPD

Pasal 8

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 dan Renstra

PD Tahun 2023-2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Baperlitbang bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026; dan

b. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2023-2026.

BAB V
PERUBAHAN RPD

Pasal 9

(1) RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian
antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksiting

b. hasil pengandalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan vang
signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun
berjalan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui
tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi
kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah
dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

RPD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkar dengan
Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal \7-S5- 20717

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI

Z
SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
padaftknggal 17-6- 2027

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

BERITA\DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR (4
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